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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/449/K/411.013/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
huruf a dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu  menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat  Sebagai
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah:;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten N ganjuk;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK.

Menunjuk Pejabat sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Nganjuk yang nama dan jabatannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).



KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Desember 2023

Sglinan sesuai dengan aslinya Pj. BUPATI NGANJUK,
GIAN HUKUM,
ttd.
SUTRISNO, Z‘ M.Si SRI HANDOKO TARUNA

Pembina Tifigkat 1
NIP. 1968¢501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/449/K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
NGANJUK

PEJABAT SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO. NAMA/NIP/PANGKAT/GOL JABATAN DALAM TUGAS SELAKU KOORDINATOR KETERANGAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 2 3 4 5
1. |Drs. NUR SOLEKAN, M.Si Sekretaris Daerah |a. Koordinasi dalam Pengelolaan
Pembina Utama Madya (IV/d) Kabupaten Nganjuk Keuangan Daerah;
NIP 19661227 198602 1 001 b. Koordinasi di bidang penyusunan

rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), rancangan
perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungiawaban pelaksanaan

c. Koordinasi penyiapan pedoman
pelaksanaan APBD;

d. Memberikan persetujuan pengesahan
Dokumen  Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA
SKPD):

e. Koordinasi pelaksanaan tugas
lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

f. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah
Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

PALABAGIAN HUKUM, ttd.

SRI HANDOKO TARUNA




